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PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara  perdata agama pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK. ,  tempat dan tanggal lahir  14 Desember 1996

(umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxx  xxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN  BUTON,

sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir 01 Juli 1987 (umur 37 tahun),

agama Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  xxxxxxxxx  xxxx

xxx,  tempat  kediaman  di  Dahulu  KABUPATEN  BUTON,

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pasarwajo,  Nomor

198/Pdt.G/2024/PA.Pw,  tanggal  itu  juga,  telah  mengajukan  gugatan  cerai

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa  pada  tanggal  27  Agustus 2018,  Penggugat  dengan

Tergugat   melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  di

Kecamatan Manggala, Kota Makasar;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus  terikat

pernikahan dengan isteri sah  dalam usia   31 tahun,  namun Penggugat

tidak  mengetahui  bahwa  Tergugat  telah  menikah  dan  Penggugat

berstatus gadis dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan

wali  nikah ayah kandung Penggugat  bernama  WALI NIKAH dan yang

menikahkan  adalah  Imam  Masjid  bernama  IMAM,  dan  dihadiri  saksi

nikah  2  (dua)  orang  masing-masing  bernama  Umar dan  Syaharudin

dengan  maskawin  berupa  emas 2  (  dua)  gram dan  seperangkat  alat

sholat di bayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat  dengan Tergugat   tidak ada pertalian

nasab,  pertalian  kerabat,  tidak  ada  hubungan  semenda  dan  bukan

pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di rumah  sepupu  Tergugat  di  Kecamatan  Manggala,  Kota

Makasar  selama  1 (satu)  minggu,  selanjutnya  Penggugat  dengan

Tergugat berangkat ke Buton dan tinggal di rumah orang tua Penggugat

di   xxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  sebagai

tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai  1 (satu)

orang anak bernama : ANAK, Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 11 Juni 2019,

umur 5 Tahun; 

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu  gugat  pernikahan Penggugat  dengan Tergugat   tersebut

dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat  tetap rukun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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7. Bahwa  sampai  sekarang  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak

mempunyai  kutipan akta nikah,  karena pernikahan Penggugat  dengan

Tergugat  tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala,

Kota  Makasar dengan  alasan  karena  kurang  kelengkapan  berkas

pendaftaran  nikah,  sementara  saat  ini  Penggugat  dengan  Tergugat

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;

8. Bahwa semula rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat berjalan rukun

dan harmonis,  namun sejak  bulan  Oktober  2018  keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

8.1. Bahwa  Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  dalam rumah

tangga dengan memukul bagian tubuh Penggugat sehingga Penggugat

merasa terancam jiwanya;

8.2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dan babi;

8.3. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin

sejak bulan Oktober 2019;

9. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat)

tahun  9  (sembilan)  bulan  dan  selama  kepergian  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;

10. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada bulan Oktober 2019 dimana

Tergugat  minta  izin  kepada  Penggugat  untuk  mencari  kerja  di  Sulawesi

Selatan dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat

tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim kabar serta tidak diketahui

alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun maupun di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  mencari  keberadaan  Tergugat,

melalui  keluarga  Tergugat   juga  kepada   teman-teman  dekat  Tergugat,

mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara  Penggugat

dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat

dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat

terwujud lagi;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Pasarwajo segera memeriksa  dan mengadili  perkara ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan  sah  pernikahan  Penggugat  (PENGGUGAT)  dengan

Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2018

di Kecamatan Manggala, Kota Makasar;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak  datang

menghadap  di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)/panggilan melalui  mass media sebanyak 2 (dua)  kali  dengan nomor

perkara 198/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan  sehingga

kewajiban menempuh proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  tidak

dapat  dilaksanakan.  Walaupun  demikian,  Hakim  telah  berusaha  maksimal

melakukan  upaya  damai  dengan  cara  menasihati  Penggugat  agar

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  tetapi  tidak  berhasil.  Usaha

Majelis tersebut sejalan dengan kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  dan  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  Hakim  juga  tidak

berhasil,  maka  perkara  ini  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  dengan  acara

verstek atau tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa  selanjutnya dimulai  pemeriksaan dengan membacakan surat

Gugatan  Penggugat  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum  yang  maksud  dan

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan keterangan tambahan pada saat

menikah  dengan  Tergugat  saat  itu  status  Tergugat  masih  terikat  dengan

perkawinan orang lain;

Bahwa  Hakim  telah  memberikan  kesempatan  kepada  Penggugat

untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat

maupun saksi dan mohon putusan;

Bahwa hakim menyatakan pemeriksaan dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Pertimbangan Sidang Hakim Tunggal

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor 173/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 Tentang Izin sidang

dengan Hakim Tunggal, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo

Nomor  1/KPA.W21-A7/SK/HK.05/I/2024  tanggal  2  Januari  2024  tentang

susunan Majelis  Hakim dan Hakim Tunggal  dan Penetapan Hakim Tunggal,

maka perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa  tidak  ada  pihak  yang  keberatan  atas  gugatan

Penggugat  berdasarkan  pengumuman  Nomor  277/Pdt.G/2024/PA.Pw   maka

berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat

nikah,  dan  menurut  Pasal  7  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam,  Gugatan

pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangnya akta nikah; 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu  syarat

perkawinan;

d. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974; 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  Gugatan  itsbat  dalam  rangka

penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(a)  Kompilasi  Hukum  Islam,  secara  formal/prosedural  gugatan  Penggugat

tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara isbat nikah kumulatif

cerai  gugat  antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara a quo; 

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah (without default reason);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan

Pasal  154 ayat (1) R.Bg  jo.  Pasal  82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  proses  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa  Tergugat yang  telah  dipanggil secara  resmi dan

patut  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  di  persidangan,  maka  harus
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dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara

verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dan  meneliti  surat  Gugatan

Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat

pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat Gugatan pada

duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa

secara normatif Penggugat mendasarkan Gugatannya pada ketentuan Pasal 19

huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  memberikan  jawaban  atau

tanggapan apapun terhadap Gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di

muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu,

Tergugat  harus  dianggap  telah  melepaskan  hak-haknya  berkenaan  dengan

perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian

yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk

memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

maka Penggugat  tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.  Hal  ini  sejalan

dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  yang  menyatakan  bahwa

pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui

proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk

membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah

siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian
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tersebut (he who asserts must prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 283

R.Bg.  Pembebanan  pembuktian  sebagaimana  dimaksud  di  atas  harus

ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti

dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para

pihak;

Menimbang,  bahwa dengan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan

wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah  benar  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?

2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan

sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk

menguatkan dalil gugatannya baik berupa surat dan tidak pula menghadirkan

saksi-saksi,  dengan  demikian  keterangan  mengenai  status  pernikahan

Penggugat dan Tergugat serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak  dapat  dibuktikan  lebih  lanjut  atau  dengan  kata  lain  seluruh  dalil-dalil

gugatan Penggugat tidak terbukti.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum 

tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa petitum tersebut  merupakan petitum yang akan

dijawab  setelah  mempertimbangkan   seluruh  petitum Penggugat,  karenanya

jawaban  terhadap  petitum ini  akan  dicantumkan  dalam konklusi  dan  diktum

putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang  Pengesahan Perkawinan Penggugat dan

Tergugat 

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo  Hakim  akan

mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Penggugat tidak
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terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik

berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah

perkawinan yang dilakukan  Penggugat dan Tergugat  telah memenuhi kategori

perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta pada saat Penggugat dan Tergugat menikah

siri,  Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  peristiwa  pernikahannya  dengan

menghadirkan saksi-saksi yang dapat dipercaya maka pengesahan perkawinan

yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dan  keterangan

Penggugat  di  persidangan  dihubungkan  dengan  ketentuan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  terbukti  gugatan Penggugat  telah

menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim

berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang

cukup untuk dinyatakan sah pernikahannya, oleh karenanya harus dinyatakan

ditolak;

Menimbang,  bahwa  dengan  ditolaknya  pengesahan  nikah  Penggugat

dan  Tergugat  maka  terhadap  perceraian  yang  diajukan  juga  secara  mutatis

mutandis dinyatakan ditolak karena dasar untuk menceraikan yaitu pengesahan

nikah. 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk perkara isbat

nikahnya telah dinyatakan ditolak, maka untuk perkara cerai talak yang diajukan

bersamaan dengan isbat nikah serta alat bukti lainnya yang tidak relevan dan

tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang,  oleh  karena  Gugatan  Penggugat  ditolak  oleh

Pengadilan,  maka  terhadap  dokumen  kependudukan  para  Penggugat

sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
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tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu

Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  yang  secara  in  casu

status perkawinan Penggugat tercantum telah menikah, maka oleh Hakim

dinyatakan  tidak  berkekuatan  hukum,  dan  dikembalikan  pada  keadaan

semula dimana status perkawinan untuk Penggugat dan Tergugat adalah

Belum Kawin atau  dipulihkan sebagaimana sedia  kala sebelum adanya

perkawinan siri keduanya dan terhadap anak yang lahir dari perkawinan

siri  Penggugat dan Tergugat serta  demi kepentingan terbaik bagi  anak

dapat dimohonkan asal usul anak;

Konklusi
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah

diketahui  bahwa petitum Gugatan  Penggugat  telah  ditolak,  dan  oleh  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149

R.Bg.,  gugatan  Penggugat  ditolak  dengan  verstek,  dan  selanjutnya  akan

dinyatakan dalam amar putusan ini

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan Agama yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. 

Memerhatikan  segala ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan dalam  sidang  Pengadilan  Agama  Pasarwajo

pada  hari  Selasa  tanggal  12  November  2024  Masehi  bertepatan  dengan

tanggal  10  Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh  Eko Yunianto, S.H., M.H. sebagai

Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal

12 November 2024 Masehi oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Waode

Nurhaisa sebagai  Panitera,  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Eko Yunianto, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

1 Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp60.000,00
3. Panggilan Rp500.000,00
4. PNBP 

Panggilan

Rp20.000,00

5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
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